
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskrirninasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3277);

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Provinsi Surnatera SeJatan Nornor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat,
Badan Perencanaan Pcmbangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sumatcra Selatan, maka untuk
tertib pelaksanaannya pcrlu disusun uraian tugas dan
fungsi Badan Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Surnatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Gubemur
ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pernberdayaan
Perernpuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Selatan;

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

URAlAN TUGAS DAN FUNGSI SADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV1NSISUMATERA SELATAN

TENTANG

NOMOR 24 TAHUN 2013

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



" [ ..

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang

Penghapusan Kckerasan Dalarn Rumah Tangga [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 1.2Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbah an Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ten tang

Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tarnbah an Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4720);

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Urnurn Pelaksanaan Pengarusutarnaan
Gender Di Dacrah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pcrubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Selatan.

5. KepaJa Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala

Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Perl.indungan Anak Provinsi Sumatera Sela:an.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANGUBJ~RNURTENTANG URAIANTUGAS DAN
FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLfNDUNGANANAKPROVfNsrSUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008

Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
[Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012

Nomor J.l);
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pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran

atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lair. tersebut,

baik yang dilakukan di dalarn negara maupun antar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan

orang tereksploii asi.

7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun

untuk rnengintcgrasikan gender menjadi Iaki-laki dan

perernpuan.

8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan

peran, Iungsi dan tanggung jawab laki-Iaki dan perernpuan

yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan

sosial dan buclaya masyarnkat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesarnaan kondisi bagi laki­

laki dan perernpuan untuk mernperoleh kesernpatan dan

hak-haknya scbngai manusia, agar marnpu berperan dan

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan kearnanan, dan kesamaan dalam

rnenikmati basil pembangunan.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

beJas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

11. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut

KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah

adminiatrasi yang mengintegrasikan komitmen dan

sumberdaya pernerintah, masyarakat dan dunia usaha

yang tercncana secara menyeluruh dan berkelanjutan

dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

penyekapan,penculikan,kekerasan,penggunaan

6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekru tan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
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Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 2, Kepala Badan rnernpunyai Iungsi :
a. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan

pembangunan eli bidang pernberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang mencakup pernberdayaan,
kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia,
pernberdayaan dan kelembagaan yang mendukung
kemajuan perempuan dan perlindungan anak;

b. penyelenggaraan pernbinaan di bidang pernbangunan
pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak yang

rnencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak
asasi manusia perempuan dan anak, kelernbagaan yang
mendukung kemajuan perempuan, perlindungan anak;

c. pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan
kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

d. pelaksanaan pengendaJian sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana di bidang pernbangunan
pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonoroi dan keluarga
sejahtera:

f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kualitas hidup perempuan, keluarga

berencana dan penanganan kekerasan serta perlindungan
korban perdagangan orang;

Pasa! 3

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

BABII
UR.AJANTUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KepalaBadan

Paso\ '2.
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Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Sekretariat rnempunyai Iungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang

pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pasal 5

pernbinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang
kepegawaian, urnurn, keuangan, perencanaan, program dan
pelaporan.

teknis,melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
Sekretariat mernpunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal4

g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pernbinaan
dan pelaksanaan eli bidang penanganan masalah sosial dan
anak yang berkebutuhan khusus, penanganan kekerasan
dan anak berhadapan dengan hukum;

h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pernbinaan
dan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan hak anak,
pengembangan lingkungan dan penanaman nilai luhur
serta partisipasi anak;

1. perumusan kebijakan operasional di bidang
pengarusutarnaan gender, perlindungan perempuan,
perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;

J. pengkajian dan pengusulan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pcngarusutamaan gender. perlindungan perempuan,
perlindungan anak dan turnbuh kembang anak;

k. pelaksanaan rencana kerja dan program di bidang
pengarusutarnaan gender, pcrlindungan perempuan,
perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;

I. pelaksanaan pengawasan, pengcndalian dan evaluasi
terhadap pcngarusu tamaan gender, perlindungan
perernpuan, perlindungan anak dan tumbuh kernbang
anak;dan

m. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Gubernur
sesuai dcngan tugas dan fungsinya.
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Bidang-Bidang;
g. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana;

1. melakukan penyusunan kebutuhan perJengkapan,
pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengarnanan,
usulan penghapusan aset serta menyusun laporan
pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

J. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang/aset
milik Badan;]

hubunganbidangdiurusanc. rnelaksanakan
masyarakat;

d. mernpersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
e. mengelola administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat

rnenyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;

b. rnenyelenggarakan urusan rumah tangga dan
keprotokolan:

Pasa16

b. pengkoordinasian rencana kegiatan dan penyusunan

program kerja Badan;
c. pelaksanaan clan pengawasan kegiatan pengelolaan urusan

umum clan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum

dan humas;
d. pengelolaan urusan rurnah tangga, urusan perlengkapan

dan mengadakan pengawasan aset Badan;
e. penghirnpunan dan penyusunan laporan sekretariat dan

Bidang-Bidang sebagai bahan laporan Badan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja Badan;
g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kerja sexne]

kernitraan dengan pihak-pihak terkait; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

clengan tugas dan Iungsinya.
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(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA)Badan;

c. menyiapkan laporan kinerja;
d. menghimpun data dan menyiapkan bahan

perencanaan kerja dan rencana strategis, serta
rencana tahunan;

e. mengkoordinir penyusunan program kerja Badan;

AnggaranPelaksanaanDokumenb. menyusun

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana

Kerja Anggaran Perubahan (RKAP)Badan;

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melaksanakan rencana penyusunan keuangan;
b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan

perjalanan dinas;
c. meneliti kelengkapan Surat Perrnintaan Pembayaran

(SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang
diketahuij'disetujul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK);
d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang persediaan
(GU)/ Tambahan Uang persediaan (TU)/ Langsung (LS)
dan LS Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

serta penghasilan lainnya;
e. melakukan verifikasi SUI-at Permintaan Pembayaran

(SPP);
f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
g. melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan

keuangan Badan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset

sernesteran dan tahunan;
J. mengajukan rencana kebutuhan barang; dan
rn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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.,
kebudayaan dan kesejahteraan sosial;

kesehatan,pendidikan,bidangdikebijakan

(I) Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan
Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

Pasal 9

kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;
d. pelaksan.'elan peningkatan pemahaman gender di bidang

pendidika 11 , kcschatan, kebl.l~ayaal1,kesejahteraan sosial,
ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejantera dalam
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;

e. pelaksanaan peningkatan koordinasi dengan dinas/
lembaga terkait di bidang pengarusutamaan gender;

f. pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi
tentang kesetaraan dan keadilan gender; dan

g. peIaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

danperundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 7, Bidang Pcngarusutamaan Gender mernpunyai Iungsi :
a' pelaksariaan, pengkoordinasian program dar, kegiatan

pengarusutarnaan gender;
b. peJaksanaan perumusan kebijakan dan fasWtasi

pengarusutamaan gender;
c. pelaksanaan pcraturan

Pas-aiS

pengarusutamaan gender.

Bidang Pengarusutaenaan tugas

bidang
mempunyai

Badan di
Gender
tugassebagianmelaksanakan

Bagian Ketiga
Bidang Pengarusutamaan Gender

Pasal 7

f. mengkoordinasikan iroplementasi Sistem Pengelolaan

Keuangan dan Barang; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan [ungsinya.
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Bidang Perlindungan Perernpuan mernpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perlindungan
perernpuan.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan

Pasal IO

perempuan;
d. meningkatkan koordinasi dengan jaringan perempuan

dan instansi terkait di bidang ekonomi, tenaga kerja
dan keluarga sejahtera;

e. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan
program pernberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
tenaga kerja dan keluarga sejahtera;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Keluarga Se.}a.htera

mempunyai tugas :
a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang ekonomi, tenaga kerja dan
keluarga sejahtera:

b. melaksanakan peningkatan pemahaman gender di
bidangekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera;

c. meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja

b. melaksanakan peningkatan pemahaman gender di
bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan
kesejahteraan sosial;

c. melaksanakan peningkatan koordinasi dengan jaringan
perernpuan dan instansi terkait di bidang pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan penyusunan pedoman dan program
pernberdayaan perernpuan di bidang pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan;
dan

f. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
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(1)Subbidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas :
a. rnelaksanakan peraturan pcrundang-undangan dan

kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup
perernpuan dan keluarga berencana;

b. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan
instansi dan lembaga terkait di bidang peningkatan
kualitas hidup perempuan;

c. melaksanakan sosialisasi tentang upaya peningkatan
kualitas hiclup perernpuan di bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM);

d. melaksanakan kerja sarna dengan organisasi
perernpuan dan instansi terkail di bidang peningkatan
kualitas hidup perempuan;

Pasal 12

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai
Iungsi :
a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kuaJitas
hidup pcrernpuan;

b. pelaksanaan sosialisasi pencegahan, pembinaan dan
pcnanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta
perdagangan orang;

c. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penanganan
pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan;

d. pelaksanaan pclayanan dan fasilitasi penanganan tindak
pidana perdagangan orang;

e. pelaksanaan peningkatan motivasi dan pcmbinaan
pernberdayaan perempuan di bidang perlindungan
pcrempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
clengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11
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Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di bidang perlindungan anak.

Bagian KeJima
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

(2) Subbidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan
Korban Pcrdagangan Orang mempunyai tugas :
a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang penanganan kekerasan dan
perlindungan korban perdagangan orang;

b. rnelaksanakan kegiatan di bidang perlindungan
perernpuan dan perdagangan orang;

c. meningkatkan kerja sarna dengan Jembaga dan
instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan
terhadap korban kekcrasan dan perdagangan orang;

d. mensosiaJisasikan pusat pelayanan terpadu
pernberdayaan perernpuan dan anak;

e. memfasilitasi pclayanan perlindungan perernpuan;

f. melaksanakan peningkatan rnotivasi dan pembinaan
terhadap korban kekerasan dan perdagangan orang;

g. rnelakukan koordinasi peJaksanaan program kegiatan
perlindungan perempuan antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)dan antar Kabupaten/Kota
se Sumatera Selatan;

h. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas/kegiatan;
dan

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. melaksanakan koordinasi dengan Badan Keluarga
Berencana di tingkat pusat dan daerah di bidang
penanganan keluarga berencana;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan;

dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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II

(2)Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang
Berhadapan Dcngan Hukum mempunyai tugas :
a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap
anak yang bcrhadapan dengan hukum;

(1) Subbidang Penanganan Masalah Sosial dan Anak yang
Berkebutuhan Khusus mempunyai tugas :
a. meiaksanakan peraruran perundang-undangan dan

kebijakari di bidang penanganan masalah sosial dan
anak yang bcrkebutuhan khusus;

b. melaksanakan rencana dan program di bidang
penanganan sosial anak yang berkebutuhan khusus;

c. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang
penanganan sosial anak yang berkebutuhan khusus
dengan instansi terkait dan lembaga non pernerintah;

d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap
penanganan sosiai dan anak berkebutuhan khusus;

e. melaksanakan sosialisasi advokasi peraturan tentang
pertindungan anak;

f. mernfasilitasi penanganan masalah sosial dan anak
berkebutuhan khusus;

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan:
dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan Iungsinya,

Pasal 15

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksun daiam
Pasal 13, Bidang Pcrlindungan Anak mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan teknis dan program pern.binaan di

bidang perlindungan anak dan anak yang berkcbutuhan
khusus eliprovinsi dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program pernbinaan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
anak dan anak bermasalah hukum;

c. peJaksanaan fasiJitasi dan penyediaan pelayanan
perlindungan anak;

d. pelaksanaan sistem pendataan perlindungan anuk;
e. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14
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kembang anak:
c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi pengarusutamaan anak

dan pengernbangan nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang pcngarusutarnaan anak;
e. penyiapan oanan dan peJaksanaan kebijakan {eknis di

bidang pengernbangan lingkungan, penanaman nilai-nilai
Iuhur dan partisipasi anak;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan
lembaga non pemerintah di bidang pengarusutamaan
anak, bidang pcngembangan lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur serta partisipasi anak; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

dan
dan

a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan
kebijakan di bidang pengarusutamaan anak
pengernbangan \\ilai-nilai Im,uT" serta partisipasi anak,

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tumbuh

Untuk melaksarrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Bidang Turnbuh Kernbang Anak mempunyai fungsi :

Pasal 17

Bidang T'urnbuh Kernbang Anak mempun.yai tugas
melaksanakan scbagian tugas Badan di bidang tumbuh
kernbang anak,

Bagian Keenarn
Bidang Tumbuh Kernbang Anak

Pasal 16

b. melaksanakan penyusunan rencana dan program eli
bidang pcnanganan kekerasan terhadap anak yang
berrnasalah dengan hukum;

c. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan
lembaga non pemerintah terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum;

d. mernfasilitasi penanganan kekerasan terhadap anak
yang berhadapandengan hukum;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
B1dang;

f. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugaa/ kegiatan;
dan

g. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Subbidang Pcngernbangan Lingkungan dan Penanaman
Nilai Luhur serta Partisipasi Anak mempunyai tugas :
a. rnelaksanakan peraturan perundang-und angan dan

kcbijakan di bidang pengernbangan lingkungan dan
penanaman nilai luhur serta partisipasi anak;

b. menyusun rencana program kerja di bidang
pengcrnbangan lingkungan dan penanaman nilai-nilai
luhur serta partisipasi anak;

c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang
pengemoonganJingkungan dan penanaman nilai-nilai
luhur serta partisipasi anak;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pengembangan lingkungan dan penanaman
nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;

e. memfasilitasi forum anak dan partisipasi hak anak;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan:

dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh aiasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

tugas :
a. mdaksanakan pe'ratu1:anperundang-undangan dan

kebijakan di bidang pengarusutarnaan hak anak;
b. menyusun rencana dan program kerja di bidang

pengarusutarnaan hak anak;
c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi di

bidang pengarusutarnaan hak anak;
d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis

di bidang pengarusutarnaan hak anak;
e. rnelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan

lernbaga non pernerintah di bidang pengarusutamaan
hak anak;

f. melaksanakan sosialisasi dan advokasi
pengarusutamaan hak anak;

g. mcngkoordinasikan dengan instansi terkait di
KabupatenJ Kota tentang pembentukan KLA;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugaa/kegiatan:
dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengarusutamaan Hal< Anak mempunyai(1) Subbidang

Pasal 18
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BER1TADAERAH PROV1NSl SUMATERASELATANTAHUN 2013 NOMOR 24

YUSRI EFPENDI

(

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1A Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SU ATERA SELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juli 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

-AlfWI---
~RDIN

pencmpatannye dalam Bcrita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

memerintahkan
ini dengan

orang mengetahuinya,
Peraturan Gubernur

Agar setiap
pengundangan

Peraturan Guoernur ini mulai berlaku paca ranggar
diundangkan,

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Ketentuan
Pasal 118 sarnpai dengan Pasal 131 Peraturan Gubemur
Surnatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
\BeTita Daerah Provirrsi Sumatera Se\atan 1'ahun 200S NomoI
28 Sed D) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30
Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Nornor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan
Pungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Berica
Daerah Pn:winsi Surnatera Selatan Tahun 2012 Nomos: 801,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIH
KETENTUANPENUTUP

Pasal 19
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 YUSRI EFFENDI 


